BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Usaha Miko Kecil dan
Menengah (UMKM) berperan dominan terhadap perekonomian Indonesia,
baik pada jumlah unit usaha, sumbangan terhadap PDB, ekspor, dan juga
tingginya tenaga kerja yang terserap. Berdasarkan data Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM memiliki pangsa pasar
sekitar 99,9% yaitu tercatat sebanyak 64.194.057 unit pada tahun 2018 dari
total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dari besarnya jumlah unit
tersebut, Usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sekitar 89,2%, usaha
kecil 4,74%, dan usaha menengah 3,11%, secara gabungan jumlah tenaga
kerja yang telah diserap oleh UMKM adalah sebanyak 116.978.631 orang.
Sementara Usaha Besar menyerap hanya sekitar 3,8 juta jiwa. Artinya
secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional,
sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja
nasional. Sumbangan terhadap PDB juga semakin meningkat hingga pada

tahun 2018 mencapai 5.721.148,1 Miliar. Selain meningkatnya jumlah
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tenaga kerja dan PDB, UMKM mampu menyumbang nilai ekspor UMKM
hingga tercatat sebesar 293.840,9 Miliar pada tahun 2018.*

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur tentang UMKM
adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam Undang-undang
tersebut UMKM dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan
dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh skelompok kecil orang dengan
jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.? Adapun kriteria UMKM dan
Usaha Besar berdasarkan aset dan omzet adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan
Aset dan Omset

Kriteria
Ukuran Usaha Aset Omset
(tidak termasuk tanah dan (dalam 1 tahun)
bangunan tempat usaha)
Usaha Mikro Maks. Rp.50 Juta Maks. Rp.300 Juta
Usaha Kecil >Rp.50 Juta-Rp. 500Juta >Rp.300 Juta-Rp. 2,5 Miliar
Usaha Menengah >Rp.500 Juta-Rp. 10 Miliar >Rp.2,5 Juta-Rp. 50 Miliar
Usaha Besar >10 Miliar >50 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
2020.
Jika usaha kita memiliki aset sebesar Rp. 50 juta dengan omset Rp.

300 Juta per tahun, maka usaha termasuk ke dalam usaha Mikro. Disebut

usaha kecil apabila nilai aset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500

! Data UMKM, dalam www.depkop.go.id/data-umkm diakses pada tanggal 6 mei 2020
pukul 13.30 WIB.

2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
dalam www.ojk.go.id diakses pada tanggal 6 mei 2020 pukul 13.37 WIB.



http://www.depkop.go.id/data-umkm
http://www.ojk.go.id/

98

Juta dengan omset pendapatan per tahun lebih dari Rp. 300 Juta sampai Rp.
2,5 Miliar. Usaha termasuk kedalam usaha Menengah jika nilai aset lebih
dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dengan omzet lebih dari Rp.
2,5 Miliar sampai Rp. 50. Miliar per tahun. Sedangkan yang dimaksud
dengan Usaha Besar adalah usaha yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 10
Miliar dan total omset per tahun lebih dari Rp. 50 Miliar.

Secara umum, bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok
besar yaitu pertanian dan non pertanian. Adapun yang termasuk bidang
usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan
teratas dalam perekonomian nasional adalah (1) Pedagang besar dan eceran,
contohnya pedagang buah-buahan yang membeli buah dalam skala besar
untuk dijual kembali secara kiloan, (2) Penyedia akomodasi dan penyediaan
makan minum, yaitu meliputi restoran, rumah makan,jasa boga, kafe, usaha
catering, dll, (3) Industri pengolahan, misalnya perusahaan konveksi yang
merubah kain menjadi pakaian. Kategori usaha pengoahan ini disebut juga
sebagai usaha manufaktur. Berikut ini disajikan data perkembangan UMKM

menurut sektor Ekonomi Tahun 2011:

Tabel 4.2
Perkembangan UMKM menurut sektor Ekonomi Tahun 2011
Sektor Perkembangan jumlah
Jasa-jasa Swasta 2.453.429 (4,52%)
Keuangan,  Persewaan, dan Jasa 1.271.805 (2,37%)
Perusahaan
Pengangkutan dan Komunikasi 3.775.258 (6,88%)
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 15.484.200 (28,33%)
Bangunan 852.499 (1,57%)
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Listrik, Gas dan Air bersih

12.870 (0,03%)

Industry Pengolahan

3.457.985 (6,41%)

Pertambangan dan Penggalian

291.457 (0,53%)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (data diolah), 2020.

26.960.465 (48,85%)

Jika ditinjau dari sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi
unit usaha terbesar sampai terkecil berdasarkan tabel 4.2 adalah sektor: 1.
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%); 2. Perdagangan,
Hotel dan Restoran (28,83%); 3. Pengangkutan dan Komunikasi (6.88%);
4. Industri Pengolahan (6,41%); 5. Jasa-jasa (4,52%); 6. Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%); 7. Bangunan (1,57%); 8.
Pertambangan dan Penggalian (0,53%); 9. Listrik, Gas dan Air Bersih
(0,03%).

Namun demikian, perkembangan UMKM umumnya masih
mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang
diharapkan. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam
pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan
sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Sebelum diberlakukannya
Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam
membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, Bank Indonesia dapat
memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan
Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Namun setelah undang undang
tersebut di atas diberlakukan, peranan Bank Indonesia dalam membantu

usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada
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bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan. Kebijakan Bank
Indonesia lebih difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM
melalui capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian
yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.?
Selain itu, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indoesia untuk
mendorong pemberian kredit bagi UMKM. Kebijakan tersebut antara lain:
a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang
pemberian Kredit Usaha Kecil. Kebijakan ini menganjurkan bank
menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha kecil

b. PBI No. 6/25/PBI1/2004 sebagaimana telah diubah oleh PBI No.
12/21/PBI/2010 perihal rencana bisnis bank umum dalam penyaluran
kredit UMKM. Setiap bank umum baik konvensional maupun syariah
wajib mencantukan realisasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah
dalam rencana bisnisnya. Hal ini untuk mengetahui komitmen bank
dalam merealisasikan kredit untuk UMKM.

c. PBI No. 14/22/PBI1/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan
oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha

mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan ini mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau
pembiayaan kepada UMKM. Jumlah pembiayaan ditetapkan paling rendah
20% dari total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut yang dilakukan

secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2018. Pemberiaan kredit tersebut

3 Analisis Peran Lembaga Keuangan Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM, dalam
www.bppp.kemendag.go.id diakses pada tangaal 1 Mei 2020.



http://www.bppp.kemendag.go.id/
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dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Apabila target ini
tidak terpenuhi pada akhir tahun, maka bank umum wajib
menyelenggarakan pelatihan kepada UMKM yang tidak sedang dan/atau
belum pernah mendapatkan pembiayaan UMKM dengan jumlah paling
besar Rp. 10 miliar atau berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara
rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi. Untuk memperlancar akses
pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia dapat memberikan
bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan
fasilitasi.

Dengan adanya kebijakan dari Bank Indonesia tersebut, menjadikan
pihak perbankan wajib memberikan pembiayaan kepada UMKM tak
terkecuali Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Kehadiran Bank Umum Syariah seharusnya memberikan
dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya
UMKM. Hal ini dikarenakan pola mudarabah dan musyarakah merupakan
pola investasi langsung pada sektor riil dan return pada sektor keuangan
(bagi hasil).* Namun kenyataannya sekitar 60-70% UMKM belum
mendapat akses pembiayaan dari perbankan.® Tiga kendala utama bagi
lembaga pembiayaan termasuk Bank Umum Syariah untuk menjalankan
peranannya dalam pengembangan UMKM, vyaitu (1) sulitnya menilai

UMKM vyang feasible dan bankable yang memenuhi persyaratan yang

4 Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, Jurnal Al-Ahkam: Vol. XIII, No, 2, Juli 2013.

5> Bank Indonesia, Profil Bisnis UMKM dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 1 Mei
2020 pukul 12.56 WIB.
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ditetapkan dalam pemberian pembiayaan; (2) Animo UMKM yang rendah
terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, dan (3)
sebagian besar UMKM belum melakukan pemisahan keuangan antara
keuangan pribadi dengan usaha.

Permasalahan-permasalahan tersebut, membuat bank syariah lebih
memprioritaskan kepada pembiayaan yang lain daripada memberikan
pembiayaan kepada UMKM berdasarkan bukti data bahwa pembiayaan non
UMKM dan pembiayaan Konsumsi lebih besar dibandingkan dengan
pembiayaan UMKM. Hal ini mengakibatkan Bank Umum Syariah lebih
memilih menempatkan kelebihan likuiditas dananya di Bank Indonesia
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) daripada
mengambil resiko yang besar apabila disalurkan pada pembiayaan UMKM.
Tingkat Non Performing Financing (NPF) yang tinggi juga mengakibatkan
rendahnya penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Non Performing
Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang menjadi resiko
suatu bank. Bank Umum Syariah juga bergantung atas ketersediaan dana
atau Dana Pihak Ketiga untuk menyalurkan pembiayaan. Selain faktor
internal perbankan, pemberian pembiayaan juga dipengaruhi fenomena
moneter yaitu Inflasi.

2. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder
yang dilakukan dengan mengambil data pada Statistik Perbankan Syariah
untuk mengambil nilai Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak

Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Pembiayaan
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UMKM pada Bank Umum Syariah. Untuk nilai Inflasi diambil pada website
resmi Badan Pusat Statistik. Sedangkan progam statistik yang digunakan
dalam analisis penelitian ini adalah Econometric Views 10 (Eviews 10).
Berikut ini adalah analisis deskriptif pada masing-masing variabel:

a. Perkembangan Pembiayaan UMKM

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi membuat bank
memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian. Aktifitas bank yaitu
menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja
maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan
perekonomian nasional.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek
yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan
pembiayaan investasi syariah penaman dana dengan maksud untuk
memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.

Berikut pada grafik 4.1 disajikan perkembangan Pembiayaan

UMKM di Indonesia periode tahun 2015-2019.
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Grafik 4.1
Perkembangan Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode Tahun 2015-2019
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Sumber: Statitik Perbankan Syariah, OJK, (data diolah) 2020.
Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat Pembiayaan
UMKM pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi yang cenderung
meningkat. Pada tahun 2015, perkembangan pembiayaan UMKM
cenderung menurun dari bulan Januari yang berjumlah 49.310 Miliar
menurun menjadi 40.878 Miliar pada bulan Desember. Sedangkan pada
tahun 2016, perkembangan pembiayaan UMKM cenderung mengalami
pengingkatan. Pembiayaan UMKM tertinggi pada bulan Desember yaitu
sebesar 44,047 Miliar. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018,
pembiayaan UMKM mengalami pergerakan yang cenderung stabil. Pada
bulan Desember 2017 pembiayaan UMKM sebesar 44,977 Miliar dan
pada bulan Desember 2018 sebesar 44.819 Miliar. Selanjutnya pada
tahun 2019, pembiayaan UMKM mengalami peningkatan di setiap
bulannya yaitu pada bulan Januari sebesar 46.577 Miliar dan meningkat

drastis pada bulan Desember mencarai 51.850 Miliar.
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b. Perkembangan Inflasi

Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai
salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya
sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan
mobilitas dananya. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga
secara umum dari barang/komoditi dan jasa selama atau periode tertentu.
Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang
telah diinvestasikan. Oleh karena itu, risiko inflasi juga bisa disebut
sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor
biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk kompensasi
penurunan daya beli yang dialaminya.

Berikut pada grafik 4.2 disajikan perkembangan inflasi di Indonesia

periode tahun 2015-20109.

Grafik 4.2
Perkembangan Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, (data diolah) 2020.
Berdasarkan grafik 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat Inflasi pada

Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi
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tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 0,96% dan terendah pada
bulan Oktober yaitu -0,08%. Kemudian pada tahun 2016, inflasi tertinggi
terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,51% dan terendah terjadi pada
bulan April yaitu -0,45%. Pada tahun 2017 Inflasi tertinggi di angka
0,97% vyaitu terjadi pada bulan Januari dan terendah terjadi pada bulan
Agustus yaitu sebesar -0,07%. Selanjutnya, pada tahun 2018 Inflasi
tertinggi pada awal tahun dan akhir tahun yaitu pada angka 0,62% dan
terendah terjadi pada bulan September yaitu mencapai angka -0,18%.
Peningkatan kembali terjadi pada bulan Mei 2019 yaitu mencapai angka
0,68% dan mengalami penurunan drastis menjadi -0,27% pada bulan
September 2019.

Perkembangan Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) diartikan sebagai rasio antara
pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan
oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah, yang
dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan tidak berjalan
lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang
dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam waktu
tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak dapat menepati jadwal
angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif antara
shahibul maal dan mudharib.

Berikut pada grafik 4.3 disajikan perkembangan NPF pada Bank

Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019.
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Grafik 4.3
Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Pada Bank
Umum Syariah Periode Tahun 2015-2019
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Sumber: Statitik Perbankan Syariah, OJK, (data diolah) 2020.
Berdasarkan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat Non
Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah mengalami
fluktuasi yang cenderung menurun. NPF tertinggi terjadi pada bulan
Februari 2015 yaitu sebesar 4%. Pada tahun 2016, NPF tertinggi pada
bulan Juni yaitu mencapai 3,73% kemudian pada akhir tahun turun
menjadi 2,17%. Pada tahun 2017 sampai 2018 angka NPF stabil tidak
lebih dari 3%. NPF terendah terjadi pada bulan Juni 2019 pada tingkat
1,10%.
d. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam menjalankan kegiatannya, bank sangat bergantung dengan
adanya Dana Pihak Ketiga. Dana pada bank akan diputar untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau
pembiayaan. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh

bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat



108

individu, maupun badan usaha. Komposisi Dana Pihak Ketiga ini terdiri

atas Giro, Tabungan dan Deposito.

Berikut pada grafik 4.4 disajikan perkembangan Dana Pihak Ketiga
pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019.

Grafik 4.4
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2019
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Sumber: Statitik Perbankan Syariah, OJK, (data diolah) 2020.

Berdasarkan grafik 4.4 dapat dilihat bahwa tingkat Dana Pihak
Ketiga pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi yang cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan drastis terjadi pada bulan
Desember 2016 pada angka 15.543.305 Miliar. Pada tahun 2017, DPK
mengalami peningkatan di setiap bulannya. Penurunan terjadi dari bulan
Oktober ke November yaitu dari 20.864.927 Miliar menjadi 19.201.670
Miliar. Kemudian kembali terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun

selanjutnya hingga jumlah DPK tertinggi pada bulan Desember 2019 yaitu

sebesar 26.553.798 Miliar.
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e. Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Surat Berharga Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS
adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu
pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
dengan akad ju’alah. Surat Berharga Indonesia Syariah merupakan
instrumen moneter syariah yang dimiliki Bank Indonesia dalam rangka
pengendalian moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar.

Berikut disajikan pergerakan tingkat SBIS pada Bank Umum
Syariah di Indonesia selama periode Januari 2015-Desember 2019 pada

Grafik 4.5.

Grafik 4.5
Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Pada
Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode Tahun 2015-2019
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Sumber: Statitik Perbankan Syariah, OJK, (data diolah) 2020.
Berdasarkan grafik 4.5 dapat dilihat bahwa tingkat Sertifikat Bank
Indonesia Syariah (SBIS) pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi
atau naik turun. Penurunan drastis terjadi pada bulan Desember 2015 pada

angka 3.385 Miliar. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang
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signifikan yaitu mencapai 6.275 Miliar di bulan Januari sampai dengan
bulan Desember mencapai 10.788 Miliar. Kemudian tahun 2017 tingkat
SBIS mnegalami penurunan. Tingkat SBIS tahun 2017 tertinggi pada bulan
Februari yaitu 8.825 Miliar. Pada tahun 2018, tingkat SBIS cenderung
mengalami penurunan. Tingkat SBIS pada bulan Januari sebesar 5.575
Miliar dan pada bulan Desember turun menjadi 4.245 Miliar. Selanjtnya
tingkat SBIS pada awal tahun 2019 sebesar 5.705 Miliar. Peningkatan
tertinggi pada bulan Maret yaitu mencapai angka 7.750 Miliar, hingga pada
bulan Desember 2019 tingkat SBIS menjadi 7.200 Miliar.
B. Pengujian Hipotesis
1. Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test)

Metode pengujian stasioneritas data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan Uji Augmanted Dickey Fuller (ADF) dengan taraf
nyata 5%. Jika nilai ADF test statistic lebih kecil dari nlai kritis MacKinnon
atau jika nilai probabilitas ADF Test Statistic lebih kecil dari Alpha 0,05
maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan sudah stasioner (tidak

terdapat akar unit).

Tabel 4.3
Uji Stasioneritas Data pada Level

Variabel Prob. Ket
PEMBIAYAAN_UMKM | 0.6880 Tidak Stasioner
Inflasi 0.0050 Stasioner
NPF 0.5072 Tidak Stasioner
DPK 0.8476 Tidak Stasioner
SBIS 0.1969 Tidak Stasioner

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)
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Tabel 4.4

Uji Stasioneritas Data pada First Difference
Variabel Prob. Ket
PEMBIAYAAN_UMKM | 0.0360 Stasioner
Inflasi 0.0070 Stasioner
NPF 0.0000 Stasioner
DPK 0.0000 Stasioner
SBIS 0.0000 Stasioner

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)

2. Penentuan Lag Optimal

Pada penelitian ini, penentuan lag optimal diuji melalui Akaike
Information Criteria (AIC) yang paling rendah/minim. Penentuan Lag
Optimal merupakan hal penting dalam permodelan VAR, jika lag optimal
yang dimaksudkan terlalu pendek maka khawatirkan tidak dapat
menjelaskan kedinamisan model secara menyeluruh. Namun, lag optimal
yang terlalu panjang akan menghasilkan estimasi yang tidak efesien karena
berkurangnya degree of freedom (terutama model dengan sampel kecil).

Tabel 4.5
Hasil Uji Lag Optimal

Lag AIC
-5,491319
-5,484284
-5,390764
-5,615418
-5,838392
-6,119669
Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)

gl b~ W N | O

Berdasarkan hasil uji lag optimum, dapat dilihat bahwa nilai AIC

terendah untuk Inflasi, NPF, DPK, SBIS, dan Pembiayaan UMKM terdapat
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pada lag 5. Oleh karena itu, panjang lag optimal yang digunakan dalam

pengujian kausalitas.

. Uji Stabilitas VAR
Uji stabilitas dalam penelitian ini menggunakan VAR Stabbility
Condition Check melalui Root of Characteristic Polynomial. Syarat yang
harus dipenuhi dalam uji ini adalah nilai modulus variabel harus < (lebih
kecil) dari 1. Tujuan menguji stabilitas VAR yang tidak stabil akan
mengakibatkan analisis IRF tidak valid. Variabel yang dianalisis berjumlah

5 dengan lag sebesar 1, sehingga jumlah root diuji sebanyak 5.

Tabel 4.6
Hasil Uji Stabilitas VAR

Root Modulus
0.476440 + 0.830902i 0.957807
0.476440 - 0.830902i 0.957807
-0.916582 0.916582
-0.446340 + 0.772675i 0.892326
-0.805950 - 0.364063i 0.884363
-0.805950 + 0.364063i 0.884363
0.780792 + 0.370393i 0.864192
0.780792 - 0.370393i 0.864192
-0.268816 - 0.811169i 0.854551
-0.268816 + 0.811169i 0.854551
-0.706411 - 0.418287i 0.820963
-0.706411 + 0.418287i 0.820963
0.265677 + 0.718310i 0.765868
0.265677 - 0.718310i 0.765868
-0.083316 - 0.759868i 0.764422
-0.083316 + 0.759868i 0.764422
0.619337 - 0.423806i 0.750460
0.619337 + 0.423806i 0.750460
0.207108 - 0.655507i 0.687447
0.207108 + 0.655507i 0.687447
-0.360482 + 0.519690i 0.632475
-0.360482 - 0.519690i 0.632475
0.583480 0.583480
-0.214040 0.214040

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)
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Hasil estimasi persamaan VAR yang telah terbentuk harus diuji
kestabilannya. Persamaan VAR dikatakan stabil jika nilai modulusnya lebih
kecil dari 1. Berdasarkan uji stabilitas VAR, nilai modulus dari seluruh roots
memiliki nilai modulus kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1 pada lag 5,
sehingga model sudah stabil pada lag tersebut. Kondisi ini menunjukkan
bahwa hasil dari IRF dan FEVD valid.

Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi digunakan untuk menentukan keberadaan
kointegrasi antar variabel serta untuk menentukan metode apa yang
nantinya akan digunakan. Jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel,
maka metode yang digunakan adalah model VAR yang hanya bisa
mengestimasi hubungan jangka pendek. Jika terdapat kointegrasi antar
variabel, maka metode yang tepat dalam menganalisis hubungan jangka
panjang dan pendek adalah dengan metode VECM. VECM dapat
mengestimasi hubungan jangka panjang dan pendek antar variabel.

Uji Kointegrasi pada penelitian ini menggunakan Johansen Trace
Statistics Test dengan panjang lag 1-5. Apabila nilai Trace Statistics dan
max eige lebih besar dari nilai kritis (critical value) yang dalam penelitian

ini digunakan sebesar 5%, maka terdapat kointegrasi antar variabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Kointegrasi
Hypothesized Trace 0.05
No.of CE(S) Statistic Critical Value
None * 122.7648 69.81889
At most 1 * 77.55292 47.85613
At most 2 * 47.48291 29.79707
At most 3 * 29.25469 15.49471
At most 4 * 12.33067 3.841466
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Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)

Dari hasil Uji Kointegrasi dapat dilihat bahwa, nilai trace statistic >
critical value pada (None *), dan pada model terdapat lima persamaan
terkointegrasi berarti bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek
terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut. Sehingga metode
VECM adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.
Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger dalam penelitian ini digunakan untuk
melihat hubungan antar variabel apakah mempunyai hubungan satu arah,
dua arah ataupun tidak ada hubungan keduanya. Apabila nilai probabilitas
lebih kecil dari nilai kritis, maka terdapat hubungan diantara variabel yang

diuji. Nilai kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau

sebesar 0,05.
Tabel 4.8
Hasil Uji Kausalitas Granger

Variabel Prob.
Inflasi-Pembiayaan UMKM 0,1302
Pembiayaan UMKM-Inflasi 0,1235
NPF-Pembiayaan UMKM 0,0363
Pembiayaan UMKM-NPF 0,3371
DPK-Pembiayaan UMKM 0,0113
Pembiayaan UMKM-DPK 0,9927
SBIS-Pembiayaan UMKM 0,0843
Pembiayaan UMKM-SBIS 0,0660
NPF-Inflasi 0,4482
Inflasi-NPF 0,5983
DPK-Inflasi 0,3323
Inflasi-DPK 0,3462
SBIS-Inflasi 0,3243
Inflasi-SBIS 0,0263
DPK-NPF 0,2235
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NPF-DPK 0,2821
SBIS-NPF 0,8471
NPF-SBIS 0,6381
SBIS-DPK 0,4320
DPK-SBIS 0,7312

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa yang memiliki hubungan

kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari

alpha 0,05 sehingga nanti Ho akan ditolak yang berarti suatu variabel akan

mempengaruhi variabel lain. Dari pengujian Granger diatas, kita dapat

mengetahui hubungan kausalitas sebagai berikut:

1.

3.

Variabel inflasi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi
pembiayaan UMKM (0,1302) sehingga kita menerima hipotesis nol,
begitu juga pembiayaan UMKM secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi Inflasi (0,1235) atau menerima hipotesis nol. Maka,
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun terhadap kedua
variabel inflasi dan pembiayaan UMKM.

Variabel NPF secara statistik signifikan mempengaruhi pembiayaan
UMKM (0,0363) sehingga kita menolak hipotesis nol, sedangkan
pembiayaan UMKM secara statistik tidak signifikan mempengaruhi
NPF (0,3371) atau menerima hipotesis nol. Maka, dapat disimpulkan
bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel NPF dan pembiayaan
UMKM.

Variabel DPK secara statistik signifikan mempengaruhi pembiayaan
UMKM (0,0113) sehingga kita menolak hipotesis nol, sedangkan
pembiayaan UMKM secara statistik tidak signifikan mempengaruhi

DPK (0,9927) atau menerima hipotesis nol. Maka, dapat disimpulkan
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bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel DPK dan pembiayaan
UMKM.

. Variabel SBIS secara statistik tidak signifikan mempengaruhi
pembiayaan UMKM (0,0843) sehingga kita menerima hipotesis nol,
begitu juga pembiayaan UMKM secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi SBIS (0,0660) atau menerima hipotesis nol. Maka, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun terhadap kedua
variabel SBIS dan pembiayaan UMKM.

. Variabel NPF secara statistik tidak signifikan mempengaruhi
pembiayaan Inflasi (0,4482) sehingga kita menerima hipotesis nol,
begitu juga pembiayaan Inflasi secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi NPF (0,5983) atau menerima hipotesis nol. Maka, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun terhadap kedua
variabel NPF dan Inflasi.

. Variabel DPK secara statistik tidak signifikan mempengaruhi
pembiayaan Inflasi (0,3323) sehingga kita menerima hipotesis nol,
begitu juga pembiayaan Inflasi secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi DPK (0,3462) atau menerima hipotesis nol. Maka, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun terhadap kedua
variabel DPK dan Inflasi.

. Variabel SBIS secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Inflasi
(0,3243) sehingga kita menerima hipotesis nol, sedangkan Variabel

Inflasi secara statistik signifikan mempengaruhi SBIS (0,0263) sehingga
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kita menolak hipotesis nol Maka, dapat disimpulkan bahwa terjadi
kausalitas searah antara variabel SBIS dan Inflasi

8. Variabel DPK secara statistik tidak signifikan mempengaruhi NPF
(0,2235) sehingga kita menerima hipotesis nol, begitu juga Variabel
NPF secara statistik tidak signifikan mempengaruhi DPK (0,2821)
sehingga kita menerima hipotesis nol. Maka, dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi kausalitas apapun antara variabel NPF dan pembiayaan
DPK.

9. Variabel SBIS secara statistik tidak signifikan mempengaruhi NPF
(0,0,8471) sehingga kita menerima hipotesis nol, begitu juga NPF secara
statistik tidak signifikan mempengaruhi SBIS (0,6381) atau menerima
hipotesis nol. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas
apapun terhadap kedua variabel SBIS dan NPF.

10. Variabel SBIS secara statistik tidak signifikan mempengaruhi DPK
(0,4320) sehingga kita menerima hipotesis nol, begitu juga DPK secara
statistik tidak signifikan mempengaruhi SBIS (0,7312) atau menerima
hipotesis nol. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas
apapun terhadap kedua variabel SBIS dan DPK.

6. Uji permodelan Vector Error Correction Model (VECM)

Berdasarkan hasil Uji Kointegrasi sebelumnya, didapatkan lima
persamaan yang terkointegrasi. Hal ini berarti bahwa model yang tepat
untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel
Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS terhadap Pembiayaan UMKM adalah dengan

metode VECM. Hasil uji VECM dikatakan signifikan atau mempunyai
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pengaruh baik untuk jangka pendek dan jangka panjang adalah ketika nilai

t-Hitung lebih besar dari nilai t-tabel yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%.

Tabel 4.9
Hasil Uji Vector Error Correction Model (VECM)
Jangka Pendek
Variabel Koefisien T-statistic
Inflasi (-1) -0,229427 -2,40952
Inflasi (2) -0,254352 -2,79175
Inflasi (-3) -0,0204217 -2,72795
Inflasi (-4) -0,155294 -2,65316
NPF (-5) 0,074646 2,15190
DPK (-4) -0,581977 -2,09317
SBIS (-2) -0,268898 -2,92036
SBIS (-3) 0,183877 1,72531
Jangka Panjang
Variabel Koefisien T-statistic
Inflasi (-1) -0,697190 6,04014
NPF (-1) 0,105422 2,53135

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2020)

Hasil untuk persamaan jangka pendek pada model, variabel Inflasi
pada lag 1-4 berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan UMKM
karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 2,40952, 2,79175, 2,72795,
2,65316 > 1,67303. Variabel Non Performing Financing (NPF) pada lag 5
berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan UMKM karena nilai t-
hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 2,15190 > 1,67303. Kemudian variabel
DPK pada lag 4 berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan
UMKM Kkarena nilai hitung lebih besar daripada t tabel yaitu 2,09317 >
1,67303. Dan untuk variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada
lag 2 berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan UMKM karena
nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 2,92036 >1,67303. Sedangakan
variabel SBIS pada lag 3 berpengaruh signifikan positif dengan t hitung

lebih besar dari t tabel 1,72531>1,67303.
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Hasil estimasi VECM dalam jangka panjang adalah variabel Inflasi
berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan UMKM dengan nilai
koefesien yaitu -0,697190. Besaran koefisien pada variabel Inflasi ini
menunjukkan bahwa ketika adanya peningkatan Inflasi 1% maka akan
diikuti dengan penurunan Pembiayaan UMKM sebesar 0,697190%.
Berdasarkan hasil estimasi VECM, variabel Non Performing Financing
(NPF) pada jangka panjang memiliki hubungan yang positif terhadap
Pembiayaan UMKM dengan nilai koefisien sebesar 0,105422. Besaran
koefisien pada variabel Non Performing Financing (NPF) ini menujukkan
bahwa ketika ada peningkatan 1% pada tingkat Non Performing Financing
(NPF) maka akan diikuti oleh kenaikan rasio Pembiayaan UMKM sebesar
0,105422%.

Uji Impulse Response Function (IRF)

Uji Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk melihat
bagaimana respon variabel Pembiayaan UMKM akibat adanya shock atau
dinamika dari variabel Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS.

Gambar 4.1
Hasil Uji IRF Variabel Penelitian

Response of LOG(PEMBIAYAAN_UMKM) to Innovations
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Sumber: Eviews 10 yang diolah (2020)
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Berdasarkan hasil analisis Impulse Response Function (IRF)

menjelaskankan bahwa adanya shock (guncangan) terhadap Pembiayaan

UMKM pada periode kedua di masing-masing-masing variabel. Pada

periode selanjutnya, dijelaskan sebagai berikut:

a.

Inflasi  menunjukkan gocangan positif pada periode ke-3
sebesar0,001542% yang sebelumnya negatif pada periode ke-2. Pada
periode selanjutnya, Inflasi mengalami goncangan tidak stabil kadang
positif kadang negatif, hinga pada periode ke-40 menujukkan
goncangan positif terus menerus. Kemudian guncangan positif mulai
stabil pada periode ke-64 sebesar 0,001123% hingga periode ke 200
sebesar 0,001946%. Sehingga dikatakan bahwa Inflasi berpengaruh
positif terhadap Pembiayaan UMKM, jika Inflasi meningkat,
Pembiayaan UMKM akan meningkat.

NPF menunjukkan gocangan positif pada periode ke-5 sebesar
0,014011% yang sebelumnya negatif pada periode ke-2 sampai ke-4.
Pada periode selanjutnya, NPF mengalami goncangan tidak stabil
kadang positif kadang negatif, hinga pada periode ke-25 menujukkan
goncangan negatif terus menerus. Kemudian guncangan negatif mulai
stabil pada periode ke-26 sebesar 0,003409% hingga periode ke 200
sebesar -0,002162%. Sehingga dikatakan bahwa NPF berpengaruh
negatif terhadap Pembiayaan UMKM, jika NPF meningkat,
Pembiayaan UMKM akan menurun.

DPK menunjukkan gocangan positif pada periode ke-6 sebesar

0,0033689% yang sebelumnya negatif pada periode ke-2 sampai ke-5.
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Pada periode selanjutnya, DPK mengalami goncangan tidak stabil
kadang positif kadang negatif, hinga pada periode ke-32 menujukkan
goncangan positif terus menerus. Kemudian guncangan positif mulai
stabil pada periode ke-118 sebesar 0,000973% hingga periode ke 200
sebesar -0,000975%. Sehingga dikatakan bahwa NPF berpengaruh
positif terhadap Pembiayaan UMKM, jika DPK meningkat, Pembiayaan
UMKM akan meningkat.

d. SBIS menunjukkan gocangan positif pada periode ke-2 sebesar
0,013681%. Pada periode ketiga DPK mengalami goncangan negatif
sebesar 0,018059. Kemudian pada periode selanjutnya guncangan stabil
positif terus menerus. Guncangan positif mulai stabil pada periode ke-
15 sebesar 0,01370% hingga periode ke 200 sebesar 0,014178%.
Sehingga dikatakan bahwa SBIS berpengaruh positif terhadap
Pembiayaan UMKM, jika SBIS meningkat, Pembiayaan UMKM akan
meningkat.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guncangan stabil jika
diurutkan berdasarkan periode adalah variabel SBIS pada periode ke-15,
NPF pada periode ke-26, Inflasi pada periode ke-64, dan DPK pada periode
ke-118.

. Uji Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD), merupakan
dekomposisi ragam kesalahan peramalan menguraikan inovasi pada suatu
variabel terhadap komponen-komponen variabel yang lain dalam VAR.

Informasi yang disampaikan dalam FEVD adalah proporsi pergerakan
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secara berurutan yang diakibatkan oleh guncangan sendiri dan variabel lain
(Nugroho, 2009).

Gambar 4.2
Hasil Uji FEVD Variabel Penelitian
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Sumber: Eviews 10 yang diolah (2020)
Berdasarkan hasil Uji FEVD didapatkan informasi bahwa variabel yang

memiliki kontribusi besar terhadap Pembiayaan UMKM urutan pertama
adalah variabel SBIS, kemudian diikuti oleh variabel Inflasi, DPK, dan NPF
memiliki kontribusi paling kecil terhadap Pembiayaan UMKM.

Pada periode pertama, fluktuasi Pembiayaan UMKM masih
dipengaruhi oleh variabel Pembiayaan UMKM itu sendiri sebesar
100.0000%. Kemudian pada periode akhir, fluktuasi Pembiayaan UMKM
lebih banyak dipengaruhi oleh variabel SBIS sebesar 15,09205%.
Kemudian diikuti oleh variabel Inflasi yang memiliki kontribusi sebesar
0,691763%. Kemudian variabel DPK memiliki kontribusi sebesar
0,582376% dan variabel NPF yang memiliki kontribusi sebesar 0,537924%

terhadap Pembiayaan UMKM.



